PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 2288 TAHUN 2016
TENTANG

PENUNJUKAN KEPALA DINAS PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH BERUPA
TANAH DAN KONSTRUKSI PAGAR YANG TERLETAK DI JALAN KEBAGUSAN BESAR
RT 004 RW 006 KELURAHAN KEBAGUSAN, KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a.bahwa sesuai Berita Acara Serah Terima pada tanggal 23 Desember
2015 dan tanggal 26 Maret 2015, Barang Milik Daerah berupa lahan
pengganti berikut Konstruksi Pagar dan Penanaman Lahan Fasos
Fasum (PHU) serta tanah pengganti berikut konstruksinya berupa
pagar telah diserahterimakan dari PT Oleos Kirana Utama kepada
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta c.q. Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

b. bahwa Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
akan digunakan oleh Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta menunjang tugas dan fungsinya
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertamanan
dan pemakaman sehingga perlu ditetapkan dalam Keputusan
Gubernur;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Penunjukan Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang
Milik Daerah Berupa Tanah dan Konstruksi Pagar yang Terletak di
Jalan Kebagusan Besar RT 004 RW 006 Kelurahan Kebagusan,
Kecamatan Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara
Kesatuan Republik Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

S. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

8. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan
Barang Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang Prasarana, Sarana
dan Utilitas Umum;

10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi
Perangkat Daerah,

11. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pemanfaatan
Barang Milik Daerah;

12. Keputusan Gubernur Nomor 41 Tahun 2001 tentang Tata Cara
Penerimaan Kewajiban dari Para Pemegang SIPPT Kepada
Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

13. Keputusan Gubernur Nomor 1912 Tahun 2013 tentang Pelimpahan
Wewenang Kepada Sekretaris Daerah Untuk Menandatangani
Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENUNJUKAN KEPALA DINAS
PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA SEBAGAI PENGGUNA BARANG MILIK DAERAH
BERUPA TANAH DAN KONSTRUKSI PAGAR YANG TERLETAK DI JALAN
KEBAGUSAN BESAR RT 004 RW 006 KELURAHAN KEBAGUSAN,
KECAMATAN PASAR MINGGU, KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

Menunjuk Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Pengguna Barang Milik
Daerah berupa tanah dan konstruksi pagar dengan rincian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, dilarang mengalihkan/memindahtangankan atau mengubah
penggunaan terhadap Barang Milik Daerah kepada pihak lain tanpa
izin tertulis dari Gubernur.

Pengguna Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU, wajib :

a. membuat perencanaan, pengamanan dan penataan secara menyeluruh
terhadap Barang Milik Daerah;

b. menggunakan dan mengelola Barang Milik Daerah untuk kepentingan
penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;




KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tembusan :

P WON =

c. melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan
Barang Milik Daerah yang ada dalam penguasaannya; dan

d. mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang berada
dalam penguasaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU
mendapatkan jaminan pengamanan dan jaminan pemeliharaan yang
menjadi tanggung jawab PT Oleos Kirana Utama selama 3 (tiga) tahun
terhitung mulai tahun 2015 sampai dengan tahun 2018.

Segala risiko atas penyimpangan penggunaan dan pengelolaan Barang
Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, sepenuhnya
menjadi beban dan tanggung jawab Kepala Dinas Pertamanan dan
Pemakaman Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Oktober 2016

a.n. ROVINSI DAERAH KHUSUS r
TA JAKARTA
S D RAH,

-

EFULLAH
6402111984031002

. Gubernur Provinsi DKI Jakarta

. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta

. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta

. Inspektur Provinsi DKI Jakarta

. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi DKI Jakarta

o)l

. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

Provinsi DKI Jakarta

O 0

. Walikota Jakarta Selatan
. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
. Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Setda Provinsi DKI Jakarta

10. Kepala Kantor Pengelolaan Aset Daerah
Kota Administrasi Jakarta Selatan

11. Camat Pasar Minggu

12. Lurah Kebagusan



uele[as BlIEEP
ISBISIUTWIPY B0
GST10C 3218 O nSBurpy TESE] UEjRUredsy|
[e88ue) [Syg rensss ‘uesnseqoy] ueyeINDY
BUWE)) BUBITY wnseJ 90 MA/+0 1A S00
S0910 Id Ueqiemss] | 000°00+ 048 Soseyq G10T 00v Tesag uesnsdeqay uerer | 1z000 ‘SO'TT'IO'TO Yeue], | ‘¢
uele[eg elreser
ISBI}SIUTWPY B0
GI0C I2quiasa(] ¢ NSBUIN TeSed UEBTEURIay]
Ted3ue) [Svd rensss ‘uesnSeqay UeYRIN[OY
BUIE}() BUBILY wnse,| 90 M /+0 1Y S00
S09[0 Id Uequemsy] | 04+ 101°168°E Soseyq S10C 61°88L°T | Tesag uesndeqay] ueer | +z000 ‘SO'TT'IO'TO yeuel, | '
I931S139 duereqg opo
ueSueIeoy (d¥) UBYS[0I9d | UBYI[0Io] () senq JewRlY 18507 /e ! g °PoX duereq smuap oN
ueys0I1ad edrey [esy unye[, ‘ Towoy uep BUrEN
HVNVL'V

VLAVAVL V1OXNdl SNSNHY HYJAVA ISNIAOYd NVINVIVINAd NVA NYNVINV.LNAd SYNIA VAVd
dVOVd ISMNALSNON NVA HYNVL VdNIAd VINVIVE VIOMNA] SNSNHY HYISAVA ISNIAONA HYAHVA AMI'TIN ONVIvL

9102 4240130 T1 [e33ue],
9T0¢ NNHVL 882¢ I0WON
elIese elodngf

sSnsnyy yeloe( Isuraold Inuiogny uesninday

»

ueirdurery




¢00TE0P86TITITOY

Py

=

v/
HYTINAT <

/

v

‘HVYd dSI W

.

L VIIVIVE VLO™ Wt
SNSNHY HVIEVA ISNIAOAd D ue
uejerag
BlIRNE ISBIISTUIWPY
S10T 11BN 97 €103 N3JUI Teseq
redsue) 1Syg rensos UEJeureosy] ‘uesnsdeqay]
BUWEl BUBIL] wnseq uByRIN[3Y 90 M /0 L 66
SO9[0 Ld Ureqremay] | 68875 606 +S soseyq S10C 0GT Tesog uesngdeqay| uerer | 10000 LCTOIT'E0 reded | ‘¢
Ueje[es
BLIBY B[ ISBIISTUTWPY
GT0C Iequiesa( € B)03] NFSUI Jesed
[essue) [Syg rensss uereureosy ‘uesnseqay]
BUIE]) BURITY wnseyq ueyeIn(sy 90 My /+0 L 666
SO9I0 Id treqrfemay] | 004" L8S LT€E SOsEY GI0C Tesog uesndeqay] Ueer | 0000 LCTOTIE0 Teded | 1
ueSueinoy (d¥) ueyso1ad | ueyoOIag | UBYS[OID] (zux) JeUIElY 15830 /0] S8y | Buereq opoy Suereqg stuap -ON
e3rey resy unye, aWINoA : o Uep BUIBN

dVOVd ISMNALSNOM 'd




	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005

